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Abstrak. Pada tahun 1972, ILO sebagai institusi ketenagakerjaan internasional
memperkenalkan tujuh kriteria konsep sektor informal. Kemunculan konsep sektor
informal tersebut lahir di tengah geliat pembangunan negara dunia ketiga yang
semangat dengan konsep pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Memasuki
dekade 2000-an dan 2010-an, eksistensi sektor informal tetap dirasakan
keberadaannya di berbagai negara. Namun, keberadaannya di tengah konsep
pembangunan tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lebih
mengedepankan konsep pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Penelitian ini memiliki tujuan meninjau kembali konsep sektor informal dari awal
kemunculannya hingga saat ini dalam konteks teori pembangunan. Hal ini
menggunakan metodologi analisis isi induktif-kualitatif yang selanjutnya 28 kasus
penelitian sektor informal pedagang kaki lima di berbagai negara dianalisis ke dalam
unit-unit informasi, kategori, dan konsep dalam konteks teori pembangunan. Hasil
penelitian menunjukkan adanya evolusi konsep sektor informal seiring dengan evolusi
teori pembangunan. Konsep sektor informal mengalami evolusi dari dekade 1970-an
hingga 2010-an yang ditandai dengan semakin banyak konsep sektor informal yang
memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan. Bentuk evolusi konsep
sektor informal juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara konsep sektor
informal menurut ILO (1972) yang terdiri dari tujuh kriteria dengan konsep sektor
informal dekade 2010-2019 yang terdiri dari 16 kriteria.
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Abstract. In 1972, the ILO as an international labor institution introduced seven criteria
for the concept of the informal sector. The concept of the informal sector emerged in
the dynamics of third world development revolving around industrialization. During
the 2000s and 2010s, the existence of the informal sector remained. It was no longer
in the perspective of economic growth, but more of inclusive and sustainable
development. This study aims to review the concept of the informal sector through
times in the context of development theory. Using the inductive-qualitative content
analysis methodology, 28 cases of the informal sector street vendors in various
countries were analyzed into information units, categories, and concepts in the
context of development theory. The results show that the concept of the informal
sector has evolved along with the evolution of development theory. The concept of
informal sectors have undergone significant transformation from the 1970s to the
2010s marked by the increasing number of informal sector concepts that have a direct
relationship with development theory. By the latest couple of decade, the evolution
shown by the difference of the criteria, the seven criteria from ILO (1972) has been
transformed to 16 criteria in latest literatures.

Keywords: Concept of Informal Sector; Development Concept; Street Vendors

1. Pendahuluan

Usaha pertama kali untuk mendefinisikan dan mengumpulkan data sektor informal dimulai
Hart (1971), dalam studi penelitian etnografis di Kota Nima dan Accra di Ghana-Afrika tentang
jenis dan bentuk peluang pendapatan informal berskala kecil di luar pekerjaan formal. Pada
tahun 1972, ILO sebagai lembaga ketenagakerjaan internasional mempopulerkan istilah
tersebut melalui laporan resminya yang bertajuk World Employment Program (WEP) tentang
aspek pembangunan dan kesempatan kerja di kota-kota besar di Asia, Afrika, dan Amerika
Latin [1,2]. Menurut ILO [3], konsep sektor informal terdiri atas 7 kriteria yaitu kemudahan
masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan, dan bentuk
pasar, seperti dapat dilihat pada Tabel 1. Kegiatan sektor informal sebagian besar diabaikan,
jarang didukung, sering diatur, atau dilarang oleh pemerintah.

Apabila dihitung dari awal kemunculannya hingga saat ini, pendefinisian konsep sektor
informal oleh ILO telah memasuki dekade yang ke-5. Perlu dicermati secara lebih mendalam
bahwa konsep pembangunan pada dekade 1970-an adalah konsep yang berkembang dari
dekade 1950-an dan dekade 1960-an yang sangat kuat dengan pengaruh industrialisasi demi
mengejar pertumbuhan ekonomi. Teori industrialisasi substitusi impor center-periphery
dikenalkan oleh Prebisch pada tahun 1950-an. Lalu, teori dualisme modern (kapitalis)-
tradisional (prakapitalis) dikenalkan oleh Boeke pada tahun 1953 [4] dan teori penyerapan
kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dikenalkan oleh Arthur Lewis
pada tahun 1954 [5] dan Fei-Ranis pada tahun 1964 [6]. Kemudian, teori tahap pertumbuhan
ekonomi melalui industrialisasi dikenalkan oleh Rostow pada tahun 1960-an. Pada tahun
1969, Todaro mengenalkan teori model migrasi desa-kota yang diakibatkan oleh proses
industrialisasi di perkotaan [7].
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Tahun 1970an terdapat teori sistem perekonomian dunia atau model core-semiperiphery-
periphery dikenalkan oleh Wallerstein pada tahun 1974 [8].

Tabel 1. Konsep sektor formal dan sektor formal menurut ILO (1972).

Kriteria Sektor Informal Sektor Formal

Kemudahan Mudah dimasuki. Sulit dimasuki.

masuk

Bahan baku Ketergantungan pada sumber Sering mengandalkan sumber daya luar
daya lokal. negeri (impor).

Struktur usaha Usaha yang dimiliki keluarga. Usaha dimiliki perusahaan.

Skala usaha Usaha berskala kecil. Usaha berskala besar.

Adaptasi Menggunakan teknologi padat Menggunakan teknologi padat modal dan

teknologi karya yang diadaptasi. seringkali diimpor.

Keterampilan Keterampilan yang diperoleh di Keterampilan diperoleh melalui
luar sistem sekolah formal. pendidikan formal, seringkali ekspatriat.

Bentuk pasar Pasar yang tidak diatur dan Pasar yang dilindungi (melalui tarif, kuota
kompetitif. dan lisensi perdagangan).

Pada pertengahan dekade 1970-an hingga 1990-an, muncul teori redistribusi pembangunan
dan liberalisasi ekonomi yang merespon kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai dampak
industrialisasi di berbagai negara. Pada tahun 1974, Chenery menelurkan konsep redistribusi
pembangunan melalui pengalokasian belanja pelayanan dasar seiring dengan pertumbuhan
ekonomi [9,10]. Pada tahun 1977, Adelman mengenalkan teori redistribusi sebelum
pertumbuhan,, yaitu pembangunan yang didahului redistribusi lahan dan investasi pendidikan
sebelum melakukan pertumbuhan ekonomi [9]. Pada tahun 1976, muncul strategi basic need
approach (BNA), yaitu strategi pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengatasi kemiskinan
secara langsung [11-13]. Pada tahun 1989, Hernando de Soto mengenalkan konsep
pembangunan liberalisasi ekonomi, yaitu upaya legalisasi sektor ekstralegal atau sektor
informal di negara berkembang untuk memasuki jaringan kapitalisme global [14].

Memasuki dekade 2000-an hingga dekade 2010-an, teori dan strategi pembangunan terus
mengalami perkembangan. Pada tahun 2000, Hernando de Soto kembali mengenalkan teori
liberalisasi ekonomi dengan tujuan melakukan formalisasi atau legalisasi sektor informal ke
dalam sektor formal [15]. Pada tahun ini juga muncul konsep pembangunan sebagai
kebebasan dengan 5 jenis instrumen kebebasan dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk
mengatasi kemiskinan dengan mencapai pembangunan yang berkemajuan [16]. Pada tahun
yang sama, PBB menetapkan 8 tujuan pembangunan milenium global yang dikenal sebagai
millenium development goals (MDGs) dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan [17].
Pada tahun 2015, PBB meluncurkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal
dengan sustainable development goals (SDGs) yang lebih komprehensif dan dari MDGs untuk
mengatasi kemiskinan yang belum sepenuhnya teratasi [18]. Pada tahun 2016, PBB
mengenalkan agenda perkotaan baru atau new urban agenda (NUA) dengan tujuan
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mengimplementasikan misi ke-11 SDGs tentang misi permukiman, yaitu mencanangkan
agenda kota-kota yang inklusif kepada semua golongan, aman, dan kuat sesuai dengan prinsip
pembangunan yang berkelanjutan [19,20].

Dapat dikatakan bahwa dari dekade 1970-an hingga dekade 2010-an telah terjadi evolusi
konsep pembangunan. Konsep pembangunan pada dekade 1950-an hingga awal 1970-an
hanya terpaku pada pertumbuhan ekonomi saja. Mulai pertengahan dekade 1970-an hingga
1990-an, mulai muncul teori pembangunan yang merespon masalah kemiskinan dan
keterbelakangan di negara dunia ketiga dengan konsep distribusi pembangunan dan
liberalisasi ekonomi. Memasuki dekade 2000-an hingga 2010 merupakan era pembangunan
komprehensif dan berkelanjutan dengan konsep pembangunan yang tidak hanya berpijak
pada konsep pertumbuhan ekonomi dan distribusi pembangunan, tetapi juga bertumpu pada
konsep pembangunan yang mengakar pada aspek manusia dan lingkungan.

Evolusi teori pembangunan tidak selalu membawa dampak kemajuan, tetapi banyak diwarnai
dengan berbagai dampak sampingan yang ditimbulkan. Salah satu dampak sampingan dari
fenomena pembangunan, yaitu hadirnya sektor informal. Kemunculan sektor informal telah
berlangsung sejak lama di berbagai negara. Kehadiran sektor informal lahir dari
ketidaksempurnaan praktek pembangunan yang menyebabkan urbanisasi, kemiskinan, dan
keterbelakangan negara-negara dunia ketiga [2,21]. Sektor informal perlahan menghilang di
negara maju, tetapi semakin berkembang di perkotaan negara berkembang dan negara miskin
di Afrika, Asia, dan Amerika Latin [22]. Salah satu bagian dari sektor informal yang sudah
dikenal sejak lama adalah pedagang kaki lima [23]. Pekerjaan ini sering disebut sebagai bentuk
mata pencaharian kuno yang ada di seluruh perkotaan dunia [22-24].

Sektor informal PKL telah menjadi fokus banyak peneliti dari berbagai lintas ilmu. Keberadaan
sektor informal PKL dapat dijelaskan dari aspek demografis, legalitas, dan organisasi [25].
Sektor informal juga mudah dimasuki karena menawarkan kebebasan dalam beraktivitas dan
tidak membayar pajak [26]. Pada aktivitasnya, sektor informal memiliki hubungan sosial,
ekonomi, dan spasial dengan sektor formal [27]. Selain itu, juga terdapat hubungan sektor
informal dengan pemerintah dalam penerapan jaminan sosial [28]. Sektor informal seringkali
mengakses kredit rentenir, meskipun pada perkembangannya dapat mengakses kredit ke
lembaga formal seperti bank, koperasi, lembaga keuangan mikro, kelompok swadaya, LSM,
dan serikat pekerja [29].

Keberadaan sektor informal berimbas pada kebijakan pemerintah kota, baik praktek
penolakan dan praktek pengintegrasian [30]. Sektor informal dapat dilihat sebagai sebuah
strategi untuk bertahan hidup dalam keterbatasan pekerjaan dan kemiskinan yang ditinjau
dari aspek kemudahan masuk, keruangan, fisik, aktivitas, struktur usaha, ekonomi,
ketenagakerjaan, legalitas, sosial, bentuk pasar, dan keterampilan [31]. Sektor informal
banyak dilakukan oleh orang dengan berbagai latar belakang profesi yang didasari oleh
motivasi pendorong dan motivasi penarik [32]. Sektor informal menempati ruang kota dengan
membentuk pola penyebaran yang memanjang mengikuti alur jalan dengan pola aktivitas
menetap atau setengah menetap dengan mempertimbangkan berbagai faktor [33].
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Berbagai penelitian telah mengungkapkan keberadaan sektor informal dari berbagai sudut
pandang, tetapi belum ada kejelasan konsep yang digunakan untuk mendefinisikan sektor
informal secara komprehensif. Selain itu, belum pernah ditemukan penelitian tentang
peninjauan konsep sektor informal dari awal kemunculan hingga saat ini. Berangkat dari hal
tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau kembali konsep sektor informal dari
awal kemunculan hingga saat ini dalam konteks teori pembangunan. Penelitian ini diharapkan
dapat menambah referensi bagi pemerintah dalam menangani sektor informal khususnya
pedagang kaki lima di perkotaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian analisis isi kualitatif dengan pendekatan
induktif (inductive-qualitative content analysis). Pemilihan jenis pendekatan induktif
didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk mencari gap theory yang bersifat terbuka.
Penelitian analisis isi induktif menggunakan prinsip intertekstualitas, yaitu menganalisis teks
dan menempatkannya ke dalam konteks tertentu [34]. Pada penelitian ini, konsep sektor
informal dianalisis secara intertekstual ke dalam konteks teori pembangunan. Prosedur
analisis isi induktif diawali dengan proses perumusan tujuan, menyeleksi kalimat ke dalam unit
informasi, proses kategorisasi unit informasi ke dalam kategori yang sejenis, dan diakhiri
dengan proses generalisasi kategori ke dalam konsep yang lebih umum [35].

Penelitian ini mengambil unit amatan berupa data sekunder yang berwujud publikasi ilmiah
tentang sektor informal yang menempati ruang publik perkotaan, yaitu pedagang kaki lima di
berbagai negara. Unit amatan sektor informal yang diambil pada dekade 1971-1979 terdiri
dari 3 kasus, yaitu kasus PKL di Asia Tenggara oleh Mc Gee & Yeung [36], kasus PKL di Indonesia
oleh Hidayat [1], dan kasus PKL di Cali-Kolombia oleh Bromley [37]. Unit amatan sektor
informal yang diambil pada dekade 1980-1989 terdiri dari 2 kasus, yaitu kasus PKL di Kota
Umtata-Republik Transkei, Afrika oleh Nattrass [38], dan kasus PKL di Tangerang oleh Ramli
[39]. Unit amatan sektor informal yang diambil pada dekade 1990-1999 terdiri dari 11 kasus,,
yaitu PKL di Indonesia oleh Firdausy dkk. [40]. Unit amatan sektor informal yang diambil pada
dekade 2000-2009 terdiri dari 3 kasus,, yaitu kasus PKL global oleh Bromley [23], kasus PKL di
Asia oleh Bhowmik [41], dan PKL di Indonesia oleh Pitoyo [42]. Kasus amatan sektor informal
yang diambil pada dekade 2010-2019 terdiri dari 9 kasus, yaitu kasus PKL dalam lingkup global
oleh Bhowmik [22], kasus PKL di Amerika Latin oleh Roever [25], kasus PKL di Kota Vung Tau-
Vietnam oleh Walsh [26], kasus PKL di India oleh Bhowmik & Saha [29] dan Assan & Chambers
[42], kasus PKL di Kota Ahmedabad-India dan Kota Lima-Peru oleh Roever & Skinner [30],
kasus PKL di Kota Cali-Kolombia oleh Martinez dkk. [28], PKL di Afrika Selatan oleh Gamieldien
& Niekerk [31], dan kasus PKL di Guangdong-China oleh Huang dkk. [32].

Unit analisis dalam penelitian ini berupa seluruh kalimat dalam unit amatan. Pengambilan
sampel pada jenis penelitian induktif dilakukan dengan memilih teks yang relevan dengan
tujuan penelitian dan dipandu oleh kisi-kisi teori atau biasa disebut pengambilan sampel
bertujuan (purposive sampling) [34,35]. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi
literatur. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik deskriptif eksploratif. Proses analisis
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dibagi menjadi 5 dekade, yaitu dekade 1971-1979, dekade 1980-1989, dekade 1990-1999,
dekade 2000-2009, dan 2010-2019 untuk melihat evolusi konsep sektor informal. Analisis
difokuskan untuk mencari unit informasi, kategori, dan konsep pada tiap-tiap dekade dalam
konteks teori pembangunan dan melihat evolusi konsep di dalamnya. Hasil analisis tersebut
kemudian didialogkan dengan teori terdahulu untuk mengonfirmasi temuan penelitian.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

Penelitian ini berfokus pada konsep sektor informal dalam konteks teori pembangunan.
Konsep awal sektor informal yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah konsep
sektor informal yang diperkenalkan oleh ILO pada tahun 1972 dengan beberapa kriteria, yakni
kemudahan masuk, asal bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi,
keterampilan, dan bentuk pasar. Selain itu, juga menginduksi konsep lain di luar konsep ILO
yang diperoleh dari unit amatan.

3.1 Konsep sektor informal dekade 1971-1979

Mayoritas teori pembangunan dunia barat seperti model dualisme, kelebihan tenaga kerja,
tahap pertumbuhan ekonomi, dan sistem perekonomian dunia yang berkembang dari dekade
1950-an hingga 1970-an sangat kuat dengan sistem kapitalisme yang mengedepankan
pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Model pembangunan ini ketika diterapkan di
negara berkembang banyak mengakibatkan pengangguran karena banyak negara
berkembang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di samping itu, industrialisasi di
negara dunia ketiga tidak berjalan mulus karena ketergantungan modal dan teknologi dari
negara maju.

Teori pembangunan dari dunia barat yang mengedepankan industrialisasi ketika diadopsi di
banyak negara berkembang banyak memicu pengangguran, kesenjangan tingkat
pendapatan, maraknya kemiskinan, dan tidak meratanya distribusi pembangunan karena
tanpa mempertimbangkan aspek budaya, politik, maupun sumber daya alam yang tersedia
di negara dunia ketiga. Terjadinya urbanisasi dari desa ke perkotaan dipicu oleh kemajuan
sektor industri di kota, sementara pembangunan pertanian di pedesaan justru terabaikan.
Seluruh keadaan ini menyebabkan penduduk kota dan para migran yang tidak
memperoleh pekerjaan di sektor formal mencoba mencari pendapatan dengan
berpartisipasi dalam kegiatan sektor informal [42].

3.1.1 Konsep sektor informal dekade 1971-1979 dalam konsep ILO (1972). Pada dekade
1971-1979, ditemukan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang
diperoleh dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha,
adaptasi teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan
dengan PKL mudah dimasuki oleh orang dengan berbagai latar belakang profesi [1], tidak
membutuhkan keterampilan khusus, dan hanya membutuhkan sedikit modal [36]. Konsep
bahan baku ditunjukkan dengan asal bahan baku, yaitu PKL menggunakan bahan baku yang
berasal dari wilayah lokal dan bahan baku impor dari luar negeri [36].
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Konsep struktur usaha ditunjukkan dengan pengelolaan usaha dan kepemilikan usaha. Usaha
PKL dapat dimiliki dan dikelola oleh individu [1,36,37], keluarga [1,36], maupun orang lain [36].
Konsep skala usaha ditunjukkan dengan besaran modal yang digunakan PKL tergolong sedikit
sehingga komoditasnya sedikit dan perputaran usahanya juga kecil [1,36]. Konsep adaptasi
teknologi ditunjukkan dengan penggunaan teknologi yang diadaptasi sederhana dan padat
karya [1]. Konsep keterampilan ditunjukkan dengan asal keterampilan yang dimiliki oleh PKL
diperoleh di luar pendidikan formal [1]. Konsep bentuk pasar ditunjukkan dengan adanya
bentuk persaingan dan jangkauan konsumen. PKL menghadapi berbagai bentuk persaingan
ketat antara PKL dengan toko formal atau pedagang yang menjual barang sejenis [36,37]. PKL
menjangkau konsumen dengan penghasilan rendah dan menengah [36,37].

3.1.2 Konsep sektor informal dekade 1971-1979 di luar konsep ILO. Selain konsep yang
dikenalkan oleh ILO, pada dekade 1971-1979 juga ditemukan konsep sektor informal di luar
konsep ILO, yaitu konsep keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi,
ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain (lihat Gambar 1). Konsep keruangan
ditunjukkan dengan lokasi usaha, luas area, dan pola penyebaran. PKL yang menempati ruang
publik di perkotaan yang bersifat strategis [36,37] dengan luas area usaha yang bervariasi dan
memiliki 2 pola penyebaran, yaitu pola memusat (market focus agglomeration) dan pola
memanjang (street concentration) [36].

Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang. Komoditas yang
ditawarkan oleh PKL sangatlah bervariasi, yaitu barang dan jasa yang cepat terjual dan relatif
murah [36]. Jenis sarana berdagang yang digunakan PKL sangatlah beragam sesuai dengan
jenis dagangan baik secara menetap atau pun berkeliling [36]. Konsep aktivitas ditunjukkan
dengan sifat pergerakan dan jam kerja. PKL beraktivitas dengan menetap di suatu tempat atau
bergerak secara berkeliling [36,37]. Jam kerja PKL tidak teratur dan tidak menentu [1]
tergantung pada keinginan pedagang yang menyesuaikan ritme kegiatan masyarakat, aturan
pemerintah, atau cuaca [36].

Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja,
motivasi, dan tempat tinggal. PKL merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki
dan perempuan [36,37]. Pelaku usaha PKL mayoritas berada pada usia yang produktif (prime
age) [36] dan kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang rendah [36,37]. Orang-orang yang
menekuni PKL merupakan para migran dan sebagian lainnya warga setempat [36,37]. PKL
seringkali tinggal di lingkungan permukiman kumuh di perkotaan untuk menghemat biaya
hidup [36]. Mereka menekuni usahanya dengan lama yang bervariasi [36]. PKL seringkali
menjadikan usahanya sebagai pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan untuk mencari
penghasilan [36]. Kondisi kesejahteraan PKL berada dalam kondisi yang bervariasi, baik miskin
dan non-miskin [36].

Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan keikutsertaan organisasi, jenis organisasi, dan
fungsi organisasi. Terdapat PKL yang mengikuti organisasi ataupun tidak [1,36,37]. Bentuk
organisasi yang seringkali diikuti, yaitu serikat dan asosiasi pedagang [36]. Organisasi tersebut
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berfungsi mengorganisir PKL, koordinasi dengan pemerintah dan kegiatan kredit [36]. Konsep
legalitas PKL ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis pungutan, dan
pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin) dan ilegal (liar)
[36,37]. PKL ilegal seringkali mendapatkan sanksi dan penertiban usaha yang beragam
[1,36,37]. PKL juga seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak resmi
(pungutan liar) [36]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak sementara PKL ilegal tidak
membayar pajak [37].

Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, modal, akses kredit, pendapatan, cara
pembayaran, dan pembukuan keuangan. Terdapat 3 jenis pedagang, yaitu pedagang komisi
(ritel dengan komisi tetap), pedagang tanggungan (ritel dengan komisi tidak tetap), dan
pedagang independen (memproduksi komoditas sendiri) [37]. Modal usaha PKL tergolong
kecil dan berubah-ubah, PKL seringkali kekurangan kredit formal dan terpaksa mengakses
kredit non-formal [1,36]. Pendapatan PKL tergolong kecil, tetapi pendapatan rata-rata PKL
dapat di bawah atau di atas upah formal [36]. PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai
maupun kredit kepada pemasok [36]. Transaksi ekonomi yang dilakukan PKL tidak tercatat
dalam statistik pemerintah [1]. Konsep ketenagakerjaan ditunjukkan dengan PKL tidak
melakukan hubungan kontrak kerja kepada pihak lain yang diatur dalam undang-undang
ketenagakerjaan [1,36].

Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan adanya hubungan PKL dengan
sektor formal (toko formal) [36,37], hubungan dengan sektor informal (persaingan antar PKL)
[36,37], hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban, konflik, bantuan ekonomi) [1,36], dan
hubungan dengan organisasi (serikat, asosiasi) [36,37].
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Gambar 1. Konsep sektor informal dekade 1971-1979.
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Pada konteks perkembangan teori pembangunan, tidak seluruh konsep sektor informal
dekade 1971-1979 memiliki keterkaitan langsung dengan konsep pembangunan, tetapi
terdapat beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung atau relevansi
dengan teori pembangunan, yaitu:

1. Kategori asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian pekerja PKL
merupakan penduduk migran dengan berbagai motivasi menekuni usaha PKL. Hal ini
sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 yang menjelaskan tenaga
kerja sektor informal juga dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah yang bermigrasi ke
perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dengan peluang ekonomi di
perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.

2. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan
strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs approach (BNA) yang dipopulerkan
oleh ILO pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis
kemiskinan.

3.2 Konsep sektor informal dekade 1980-1989

Dekade 1980-1989 merupakan masa-masa pembangunan yang tidak terlepas dari pengaruh
berbagai macam penerapan kebijakan dan strategi pembangunan di dekade 1970-an yang
sangat berfokus pada industrialisasi. Negara dunia ketiga tidak dapat menjalankan
industrialisasi dengan baik. Industrialisasi yang pada awalnya direncanakan dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan menyerap semua penduduk ke
dalam sektor formal ternyata tidak terjadi karena industrialisasi tidak berkelanjutan. Bahkan
pada dekade 1980-an juga terjadi krisis ekonomi regional yang melanda negara-negara di
Amerika Latin. Seluruh keadaan ini menyebabkan penduduk lokal dan para migran di kota
yang tidak memperoleh pekerjaan di sektor formal mencoba mencari pendapatan dengan
berpartisipasi dalam kegiatan sektor informal [25].

3.2.1 Konsep sektor informal dekade 1980-1989 dalam konsep ILO. Pada dekade 1980-1989,
ditemukan kategori dan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang muncul
dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi
teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan
PKL mudah dimasuki oleh berbagai latar belakang profesi [38,39]. Konsep bahan baku
ditunjukkan dengan PKL memperoleh bahan baku berasal dari wilayah lokal dan
memperolehnya dari berbagai sumber [38,39].

Konsep struktur usaha ditunjukkan dengan PKL mengelola usahanya secara mandiri atau
melibatkan orang lain [38,39]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan PKL merupakan usaha
dengan modal kecil [38]. Konsep adaptasi teknologi ditunjukkan dengan PKL mengandalkan
teknologi sederhana dan tenaga padat karya [38]. Konsep keterampilan usaha ditunjukkan
dengan PKL memperoleh keterampilan usaha dari luar pendidikan formal [38]. Konsep bentuk
pasar ditunjukkan dengan bentuk pasar dan jangkauan konsumen. Bentuk persaingan yang
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dihadapi oleh PKL dengan toko formal maupun dengan sesama pedagang yang menjual
barang sejenis. PKL melayani masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah [38].

3.2.2 Konsep sektor informal dekade 1980-1989 di luar konsep ILO. Pada dekade 1980-1989
ditemukan kategori dan konsep-konsep sektor informal di luar konsep ILO yang muncul dari
unit amatan, yaitu keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi,
ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain (lihat Gambar 2). Konsep keruangan
ditunjukkan dengan PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis
[38].

Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas aneka barang dan jasa dalam skala kecil
[38,39]. Konsep aktivitas ditunjukkan dengan jam kerja PKL yang tidak teratur dan tidak
menentu, bisa sepanjang tahun atau bersifat musiman [39] serta jam kerja PKL tidak diatur
layaknya sektor formal [38].

Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, sifat
pekerjaan, lama usaha, dan kondisi sosial ekonomi. PKL dapat dilakukan oleh mayoritas laki-
laki [39] atau mayoritas perempuan [38]. PKL didominasi oleh usia produktif yang berada pada
usia kerja [38,39]. Tingkat pendidikan yang dimiliki PKL menunjukkan pada kondisi pendidikan
yang rendah [38,39]. Pekerjaan PKL dilakukan oleh penduduk lokal maupun migran yang
memiliki motivasi mencari pendapatan [38,39]. Pekerjaan PKL dapat dijadikan pekerjaan
utama ataupun pekerjaan sampingan [38,39]. Lama usaha PKL bervariasi mulai di bawah 1
tahun hingga 11 tahun [39]. Kondisi sosial ekonomi PKL berada dalam kondisi yang bervariasi,
baik miskin maupun non-miskin [38].

Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan keikutsertaan organisasi dan jenis organisasi.
Terdapat PKL yang mengikuti organisasi ataupun tidak [39]. Bentuk organisasi yang seringkali
diikuti PKL, yaitu koperasi [39]. Konsep legalitas PKL ditunjukkan dengan status legalitas usaha,
sanksi usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang
legal (memiliki izin) dan ilegal (liar) [38]. PKL ilegal seringkali mendapatkan sanksi dan
penertiban usaha yang beragam [38]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak kepada
pemerintah kota sementara PKL ilegal tidak membayar pajak [38].

Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, modal, akses kredit, pendapatan,
investasi, dan pembukuan. Terdapat 2 jenis pedagang PKL, yaitu pedagang independen
(memproduksi komoditas sendiri) dan pedagang spekulan (pedagang pengecer) [38,39].
Pedagang memiliki modal yang bervariasi, tetapi tergolong kecil dan terbatas [39]. Mayoritas
pedagang kekurangan kredit formal sehingga mengandalkan kredit informal [39]. PKL memiliki
penghasilan yang bervariasi [38]. Mereka juga melakukan berbagai jenis investasi dari
penghasilannya [39]. Mayoritas PKL tidak melakukan pembukuan keuangan, jika ada maka
hanya pembukuan keuangan sederhana [39]. Konsep ketenagakerjaan ditunjukkan dengan
PKL tidak melakukan hubungan kontrak kerja kepada pihak lain yang diatur dalam undang-
undang ketenagakerjaan [38].
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Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal
(toko formal) [38], hubungan dengan sektor informal (persaingan antar PKL) [38], hubungan
PKL dengan pemerintah (penertiban, konflik) [38], dan hubungan dengan masyarakat
(hubungan ekonomi) [39].
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Gambar 2. Konsep sektor informal dekade 1980-1989.

Pada konteks teori pembangunan, tidak seluruh konsep sektor informal dekade 1980-1989
memiliki hubungan langsung dengan teori pembangunan. Terdapat 1 konsep yang berkaitan
langsung dengan teori pembangunan, yaitu:

1. Kategori asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian pekerja PKL
merupakan penduduk migran dengan berbagai motivasi menekuni usaha PKL. Hal ini
sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 yang menjelaskan tenaga
kerja sektor informal juga dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah yang bermigrasi ke
perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dengan peluang ekonomi di
perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.

2. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan
strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs approach (BNA) yang dipopulerkan
oleh ILO pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis
kemiskinan.

3.3 Konsep sektor informal dekade 1990-1999

Pembangunan dekade 1990-1999 diwarnai dengan berbagai eksternalitas pembangunan
karena ketidaktepatan penerapan strategi pembangunan di dekade sebelumnya. Selain itu,
kapitalisme global dan gerakan liberalisasi ekonomi dalam dekade ini telah menyebabkan
reformasi neoliberal ekonomi di berbagai negara memicu perusahaan swasta menerapkan
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sistem outsourcing yang memungkinkan sebuah perusahaan dapat dengan mudah
mempekerjakan dan memecat pekerjanya, bahkan banyak perusahaan milik negara berkurang
bahkan menghilang [25]. Dekade 1990-1999 juga diwarnai dengan terjadinya resesi ekonomi
global yang menyebabkan inflasi, pengangguran yang tinggi, penurunan pertumbuhan
ekonomi, dan peningkatan migrasi di perkotaan di berbagai negara, termasuk di Amerika
Latin, Afrika Selatan, dan Asia. Semua kondisi tersebut telah menyebabkan kondisi sektor
informal tetap ada [25,31].

3.3.1 Konsep sektor informal dekade 1990-1999 dalam konsep ILO. Pada dekade 1990-1999
ditemukan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang diperoleh dari unit
amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi,
keterampilan, dan bentuk pasar. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan PKL mudah
dimasuki oleh penduduk lokal dan migran [43,44], berbagai kelompok umur [45,46], berbagai
latar belakang profesi seperti pengusaha baru dan orang yang berpindah pekerjaan [40,47],
mudah dimasuki karena sedikit membutuhkan modal [47,48], dan tidak membutuhkan
keterampilan khusus [46—48]. Konsep bahan baku ditunjukkan dengan adanya PKL yang
menggunakan bahan baku dari lokal [47,49], dari wilayah sekitar (regional), dan impor [50].
PKL dalam aktivitasnya menggunakan bahan baku dari berbagai sumber [49].

Konsep struktur usaha ditunjukkan dengan kategori pengelolaan usaha dan kepemilikan
usaha. Usaha PKL dapat dikelola sendiri, dikelola keluarga, atau dikelola dengan melibatkan
orang lain [40,45,48-51]. Sementara itu, aset usaha atau sifat kepemilikan usaha PKL dapat
dimiliki sendiri atau dimiliki oleh orang lain [43]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan
modal yang kecil sehingga barang dan jasa yang ditawarkan PKL terbatas [40,44,45,47-49].
Konsep adaptasi teknologi ditunjukkan dengan PKL menggunakan teknologi yang diadaptasi
dan merupakan teknologi padat karya, bahkan terkadang tidak menggunakan teknologi sama
sekali [40,46,50]. Konsep keterampilan ditunjukkan dengan kategori asal keterampilan dan
tingkat keterampilan. Asal keterampilan PKL diperoleh dari luar pendidikan formal [48].
Sementara itu, tingkat keterampilan yang dimiliki PKL merupakan keterampilan rendah karena
tidak memiliki keahlian khusus [36,37,41,51].

Konsep bentuk pasar ditunjukkan dengan adanya jangkauan konsumen, jangkauan pelayanan,
dan bentuk persaingan. PKL menjangkau konsumen tingkat ekonomi menengah-kebawah
[40]. Jangkauan pelayanan PKL tidak teratur karena dapat melayani skala lokal, regional, dan
nasional tergantung dari asal pembelinya [49]. Bentuk persaingan yang dihadapi PKL sangat
bervariasi kepada sesama PKL ataupun toko formal [43,49,52].

3.3.2 Konsep sektor informal dekade 1990-1999 di luar konsep ILO. Pada dekade 1990-1999
ditemukan konsep-konsep sektor informal di luar konsep ILO yang ditemukan dari unit
amatan, yaitu konsep keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi,
ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain (lihat Gambar 3). Konsep keruangan
ditunjukkan dengan lokasi usaha PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat
strategis [40,45—-47,51]. PKL memanfaatkan ruang publik dengan luasan yang bervariasi [49].
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Konsep fisik PKL ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang. Komoditas
yang ditawarkan oleh PKL sangatlah bervariasi, berupa barang dan jasa yang cepat terjual dan
relatif murah [43,47,50]. Jenis sarana berdagang PKL bervariasi sesuai dengan jenis dagangan
dan sifat pergerakan PKL yang menetap dan [43,45,46]. Konsep aktivitas PKL ditunjukkan
dengan jam kerja PKL yang tidak teratur dan tidak menentu [40—43,45], serta tergantung pada
kebebasan pedagang [46].

Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja,
motivasi, dan tempat tinggal. PKL merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki
dan perempuan [46,50]. Pelaku usaha PKL mayoritas berada pada usia yang produktif (prime
age) [40,44,47,50], kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah [40,44,46,47,49] atau tidak
memiliki pendidikan sama sekali [40,45]. PKL seringkali menjadikan usahanya sebagai
pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan dengan lama usaha yang sangat bervariasi
[50]. Orang-orang yang menekuni PKL merupakan migran dan sebagian lainnya warga
setempat [43,44,50]. PKL menekuni usahanya karena memiliki motivasi yang beragam, tetapi
utamanya memperoleh pekerjaan dan memiliki pendapatan karena minimnya lapangan kerja
[43]. PKL juga seringkali tinggal di lingkungan permukiman kumuh di perkotaan untuk
menghemat biaya hidup [40,47].

Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan PKL yang mengikuti organisasi PKL ataupun tidak.
Bentuk organisasi yang seringkali diikuti, yaitu koperasi ataupun asosiasi pedagang. Organisasi
tersebut berfungsi mengorganisir PKL, forum komunikasi dengan pemerintah, dan kegiatan
simpan pinjam [44,50]. Konsep legalitas PKL ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi
usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal
(memiliki izin) dan ilegal (liar) [50]. PKL ilegal seringkali mendapatkan sanksi usaha yang
beragam [53]. PKL juga seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak
resmi (pungutan liar) [53]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak sementara PKL ilegal tidak
membayar pajak [50].

Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, modal, akses kredit, pendapatan, cara
pembayaran, dan pembukuan keuangan. Terdapat 2 jenis pedagang, yaitu pedagang
memproduksi komoditas sendiri dan pedagang pengecer [50,52]. Modal usaha PKL tergolong
kecil, berubah-ubah, dan dihitung harian [45]. PKL seringkali kekurangan kredit formal dan
terpaksa mengakses kredit non-formal [47-49]. Pendapatan PKL tergolong kecil, tidak teratur
dan dihitung harian [45], rata-rata pendapatan PKL dapat di bawah upah formal dan terkadang
di atasnya [50]. PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai maupun kredit kepada
pemasok [43,52]. Kebanyakan PKL tidak melakukan administrasi dan keuangan usaha [49].
Konsep ketenagakerjaan ditunjukkan dengan PKL tidak melakukan hubungan kontrak kerja
kepada pihak lain yang biasanya diatur dalam aturan ketenagakerjaan [48].

Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal
(toko formal) [47], hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban, izin berdagang, bantuan
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usaha) [47,50], hubungan PKL dengan sektor informal (antar PKL, usaha rumahan dan kredit
informal) [50], dan hubungan PKL dengan (paguyuban, koperasi) [40,44,50].

mosm) KONSEP SEKTOR INFORMAL DEKADE 1990-1999
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Gambar 3. Konsep sektor informal dekade 1990-1999.

Pada konteks perkembangan teori pembangunan, tidak seluruh konsep sektor informal
dekade 1990-1999 memiliki keterkaitan langsung dengan konsep pembangunan, hanya
beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung dengan teori
pembangunan, yaitu:

1. Kategori asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian merupakan
penduduk migran sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dengan
tenaga kerja sektor informal juga dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah yang
bermigrasi ke perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.

2. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan
strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs approach (BNA) yang dipopulerkan
oleh ILO pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis
kemiskinan.

3. Kategori status legalitas usaha, jenis pungutan, dan pajak dalam konsep legalitas sangat
terkait dengan teori liberalisasi ekonomi yang dikenalkan oleh de Soto sejak tahun 1989.
Sektor informal PKL yang diformalkan oleh pemerintah melalui pemberian izin menjadikan
PKL sebagai usaha yang legal. Sebagai timbal baliknya, pemerintah memiliki keuntungan
dengan menarik retribusi dan pajak sehingga berkontribusi dalam perekonomian formal.

3.4. Konsep sektor informal dekade 2000-2009
Memasuki dekade 2000-2009 berbagai masalah pembangunan semakin memperjelas
ketidaksempurnaan praktik pembangunan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang.
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Beberapa bentuk kegagalan itu karena tidak berhasilnya transformasi struktural dari negara
berbasis pertanian (non-industri) ke negara industri sehingga menyebabkan cacat
pembangunan seperti krisis ekonomi, pengangguran massal, dan migrasi yang tinggi dari
pedesaan ke perkotaan [23]. Sektor industri yang seharusnya menyerap sebagian besar
pekerja di sektor pertanian hanya mampu menyerap sebagian kecil tenaga kerja. Sektor
tersier yang diharapkan berkembang setelah terjadinya industrialisasi justru berkembang
lebih awal dan mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal [51]. Pengangguran massal
banyak terjadi di berbagai negara disebabkan oleh pengurangan tenaga kerja maupun
penutupan usaha di sektor industri karena berbagai faktor seperti sistem outsourcing tenaga
kerja dan penggabungan beberapa perusahaan dan perampingan unit produksi. Setelah krisis
keuangan tahun 1998, pertumbuhan sektor informal semakin tidak terkendali. Salah satu
faktanya, yaitu terjadi lonjakan jumlah PKL di berbagai negara pada dekade 2000-2009 [41].

3.4.1.Konsep sektor informal dekade 2000-2009 dalam konsep ILO. Pada dekade 2000-2009
ditemukan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang diperoleh dari unit
amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi,
dan keterampilan. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan PKL mudah dimasuki
karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan mudah dimasuki karena membutuhkan
sedikit modal [41,51]. Konsep bahan baku ditunjukkan dengan PKL menggunakan bahan baku
yang berasal dari lokal [51]. Konsep struktur usaha ditunjukkan pengelolaan usaha yang
dilakukan secara individu [41,51]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan modal yang
digunakan PKL sedikit sehingga perputaran usahanya juga kecil [23,51]. Konsep adaptasi
teknologi ditunjukkan dengan penggunaan teknologi yang diadaptasi sederhana dan padat
karya [51]. Konsep keterampilan ditunjukkan dengan tingkat keterampilan PKL yang rendah
dan asal keterampilan tersebut berasal dari luar pendidikan formal [41,51].

3.4.2.Konsep sektor informal dekade 2000-2009 di luar konsep ILO. Pada dekade 2000-2009
ditemukan konsep-konsep sektor informal di luar konsep ILO yang ditemukan dari unit
amatan, yaitu konsep keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi, dan
hubungan dengan sektor lain (lihat Gambar 4). Konsep keruangan PKL ditunjukkan dengan
lokasi usaha PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [23,41].
Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang yang digunakan
oleh PKL. Komoditas yang ditawarkan oleh PKL sangatlah bervariasi, biasanya barang yang
cepat terjual dan jasa yang relatif murah. Jenis sarana berdagang yang digunakan PKL
sangatlah beragam sesuai dengan jenis dagangan yang ditawarkan baik di tempat yang tetap
(permanen) ataupun tidak tetap (keliling) dan kebanyakan menggunakan bangunan non-
permanen [23,41]. Konsep aktivitas ditunjukkan dengan sifat pergerakan dan jam kerja.
Terdapat PKL yang beraktivitas secara menetap dan keliling [41]. Jam kerja PKL tidak teratur,
tidak menentu, dan dinamis mengikuti aktivitas masyarakat kota. PKL dapat beraktivitas
secara paruh waktu atau penuh baik siang dan malam [23,41].

Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, sifat
pekerjaan, tempat tinggal, dan kondisi sosial ekonomi. PKL merupakan pekerjaan yang dapat
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dilakukan oleh laki-laki dan perempuan [41]. Pelaku usaha PKL mayoritas berada pada usia
yang produktif (orime age) [41], kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah [41,51]. Orang-
orang yang menekuni usaha PKL merupakan migran dan sebagian lainnya warga setempat
karena minimnya lapangan kerja [41]. Pekerjaan PKL dapat dijadikan sumber penghasilan
utama atau sebagai tambahan penghasilan [51]. PKL juga seringkali tinggal di lingkungan
permukiman kumuh di perkotaan untuk menghemat biaya hidup [41]. Kondisi sosial ekonomi
PKL sangatlah beragam, di bawah garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan.

Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan keikutsertaan organisasi, jenis organisasi, dan
fungsi organisasi. PKL seringkali mengikuti organisasi PKL ataupun tidak [51]. Bentuk organisasi
yang seringkali diikuti, yaitu federasi, aliansi, atau serikat pedagang [41]. Organisasi tersebut
berfungsi wadah koordinasi pedagang dan sebagai forum komunikasi dengan pemerintah
[41,51]. Konsep legalitas PKL ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis
pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin)
dan ilegal (liar) [23,41,51]. PKL ilegal seringkali mendapatkan sanksi usaha yang beragam
[23,41]. PKL juga seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak resmi
(pungutan liar) [41,44]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak sementara PKL ilegal tidak
membayar pajak [41].

Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, akses kredit, pendapatan, cara
pembayaran, dan pencatatan ekonomi. Terdapat 2 jenis pedagang, vyaitu pedagang
memproduksi komoditas sendiri dan pedagang pengecer yang memperoleh komoditas dari
pihak lain [23,50,52]. PKL ilegal seringkali kekurangan kredit formal dan terpaksa mengakses
kredit non-formal. Sementara itu, PKL legal mulai memperoleh manfaat akses kredit formal
yang difasilitasi pemerintah [41]. Pendapatan PKL tergolong kecil dan tidak teratur,
pendapatan rata-rata PKL biasanya di bawah upah formal dan terkadang dapat di atasnya [23].
PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai maupun kredit kepada pemasok [41]. Aktivitas
ekonomi PKL tidak tercatat dalam statistik yang didokumentasikan dan dilaporkan oleh
pemerintah [41].

Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal
(toko formal, kredit formal), hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban usaha, penarian
pajak), hubungan PKL dengan sektor informal (preman, kredit informal), dan hubungan PKL
dengan organisasi (berupa serikat pekerja) [41].
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Gambar 4. Konsep sektor informal dekade 2000-2009.

Pada konteks perkembangan teori pembangunan, tidak seluruh konsep sektor informal
dekade 2000-2009 memiliki keterkaitan langsung dengan konsep pembangunan, tetapi
terdapat beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung atau relevansi
dengan teori pembangunan, yaitu:

1.

Kategori jenis kelamin dalam konsep sosial terkait langsung dengan tujuan pembangunan
milenium (MDGs) dengan keterlibatan perempuan pada pekerjaan informal sangat
relevan dengan isu perempuan yang tertuang dalam tujuan ke-3 MDGs, yaitu sebagai
upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian pekerja PKL
merupakan penduduk migran sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun
1969 dengan tenaga kerja sektor informal juga dilakukan oleh orang-orang dari luar
daerah yang bermigrasi ke perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.
Kondisi sosial ekonomi atau kondisi kesejahteraan PKL dalam konsep sosial diukur dengan
garis kemiskinan menunjukkan adanya relevansi dengan pendekatan strategi
pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs approach (BNA) yang
dipopulerkan oleh ILO pada tahun 1976.

Status legalitas usaha, jenis retribusi, dan penarikan pajak dalam konsep legalitas sangat
relevan dengan teori liberalisasi ekonomi yang dikenalkan oleh de Soto sejak tahun 1989
dan pada tahun 2000. Sektor informal PKL yang diformalkan oleh pemerintah melalui
legalisasi usaha menjadikan PKL sebagai usaha yang legal. Sebagai timbal baliknya,
pemerintah memiliki keuntungan dengan menarik retribusi dan pajak. Selain itu, aktivitas
ekonomi PKL tercatat oleh pemerintah sehingga berkontribusi dalam pertumbuhan
ekonomi formal.
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5. Akses kredit dalam konsep ekonomi sangat relevan dengan teori pembangunan sebagai
kebebasan yang dikenalkan oleh Sen pada tahun 1999 [16]. Akses kredit formal
merupakan salah satu cara untuk memberdayakan kemampuan seseorang dan
membebaskan mereka dari lingkaran kemiskinan dengan cara memberikan fasilitasi
ekonomi (economic empowerment) kepada masyarakat. Pemberian akses kredit formal
kepada PKL juga selaras dengan tujuan MDGs yang ke-1, yaitu upaya memberantas
kemiskinan secara komprehensif melalui berbagai bidang.

3.5. Konsep sektor informal dekade 2010-2019

Masalah pembangunan di dekade 2010-2019 dipengaruhi oleh berbagai macam penerapan
strategi pembangunan di masa lalu dan juga strategi pembangunan yang berkembang selama
dekade 2010-2019. Eksternalitas pembangunan yang terjadi yang terjadi di negara
berkembang telah menimbulkan berbagai persoalan, tetapi yang paling sering ditemui adalah
langkanya kesempatan kerja, semakin sedikit pekerjaan formal yang diciptakan, dan lebih
banyak penerapan sistem outsourcing pada kegiatan industri. Liberalisasi ekonomi juga
semakin merubah struktur pasar tenaga kerja dengan terjadi deindustrialisasi yang
meningkatkan lapangan kerja informal yang semakin tumbuh subur [19]. Pada dekade 2010-
2019 diwarnai dengan perkembangan teori pembangunan, yaitu tujuan pembangunan
milenium (MDGs) telah direvisi dan berganti menjadi sustainable development goals (SDGs).
Kemunculan strategi new urban agenda (NUA) juga telah mengatur upaya-upaya mengatur
agenda pembangunan perkotaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang
inklusif dan berkelanjutan [19,30].

3.5.1 Konsep sektor informal dekade 2010-2019. Pada dekade 2010-2019 ditemukan konsep-
konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang diperoleh dari unit amatan, yaitu
kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, dan
keterampilan. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan PKL mudah dimasuki oleh laki-
laki dan perempuan [29], tidak membutuhkan keterampilan khusus, membutuhkan sedikit
modal [22,29,31], dan mudah dimasuki oleh berbagai latar belakang profesi [31,32]. Konsep
bahan baku ditunjukkan dengan PKL menggunakan bahan baku yang berasal dari local,
berbagai sumber, atau diproduksi sendiri [28,29].

Konsep struktur usaha ditunjukkan pengelolaan usaha yang dilakukan secara individu [28,42]
atau dengan melibatkan orang lain [28]. Konsep struktur usaha juga ditunjukkan dengan
kepemilikan usaha baik dimiliki oleh individu orang lain [31]. Konsep skala usaha ditunjukkan
dengan modal yang digunakan PKL tergolong kecil sehingga perputaran usahanya juga kecil
[22]. Konsep adaptasi teknologi ditunjukkan dengan penggunaan teknologi yang diadaptasi
sederhana dan padat karya [22]. Konsep keterampilan ditunjukkan dengan tingkat
keterampilan yang dimiliki PKL rendah [29] dan keterampilan tersebut diperoleh di luar
pendidikan formal [31]. Konsep bentuk pasar ditunjukkan dengan berbagai bentuk persaingan
untuk menghadapi pasar yang kompetitif [26,31].
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3.5.2 Konsep sektor informal dekade 2010-2019. Pada dekade 2010-2019 ditemukan konsep-
konsep sektor informal di luar konsep ILO, yaitu konsep keruangan, fisik, aktivitas, sosial,
kelembagaan, legalitas, ekonomi, ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain (lihat
Gambar 5). Konsep keruangan PKL ditunjukkan dengan lokasi usaha PKL yang menempati
ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [22,31].

Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang yang digunakan
oleh PKL. Komoditas yang ditawarkan oleh PKL bervariasi berupa barang dan jasa yang cepat
terjual dan relatif murah [24,26,32,42]. Jenis sarana berdagang yang digunakan PKL sangatlah
beragam sesuai dengan jenis dagangan [22,25]. Konsep aktivitas ditunjukkan dengan sifat
pergerakan dan jam kerja. PKL beraktivitas secara menetap dan keliling [22,26,29]. Jam kerja
PKL tidak teratur, tidak menentu, dan dinamis mengikuti aktivitas masyarakat kota. PKL dapat
beraktivitas secara paruh waktu atau penuh baik siang dan malam, [25,29,42] dan tidak
terbatas [28].

Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, sifat
pekerjaan, tempat tinggal, dan kondisi sosial ekonomi. PKL merupakan pekerjaan yang
mayoritas dilakukan oleh laki-laki [32] atau perempuan [22,25,30]. Usaha PKL dilakukan oleh
orang berbagai usia namun mayoritas berada pada usia yang produktif (prime age)
[25,26,29,32] dari berbagai latar belakang profesi [32], dari berbagai tingkat pendidikan, tetapi
kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali
[22,25,28,32]. Orang-orang yang menekuni usaha PKL merupakan migran dan warga setempat
karena minimnya lapangan kerja [22,29,32,42]. Mereka menekuni usaha PKL dengan berbagai
motivasi [32]. Pekerjaan PKL dapat dijadikan sumber penghasilan utama atau sebagai
tambahan penghasilan [28,32]. PKL dapat menjalankan usahanya dengan lama usaha yang
bervariasi [26,29,32]. PKL juga seringkali tinggal di lingkungan permukiman kumuh atau rumah
yang tidak layak huni di perkotaan untuk menghemat biaya hidup [22,31].

Kondisi sosial ekonomi PKL sangatlah beragam, di bawah garis kemiskinan atau di atas garis
kemiskinan [26,28]. Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan keikutsertaan organisasi, jenis
organisasi, dan fungsi organisasi. PKL seringkali mengikuti organisasi PKL ataupun tidak [25].
Bentuk organisasi yang seringkali diikuti, yaitu federasi, aliansi, atau serikat pedagang dan
koperasi [22,25]. Organisasi tersebut berfungsi wadah koordinasi, advokasi pedagang, dan
sebagai forum komunikasi dengan pemerintah [22,30,32]. Konsep legalitas ditunjukkan
dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat
PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin) dan ilegal (liar) [22,25,26,29-31]. PKL ilegal
seringkali mendapatkan sanksi dan konflik usaha yang beragam [22,25,26,29-31]. PKL juga
seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak resmi (suap dan
pungutan liar) [29,30,42]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak sementara PKL ilegal tidak
membayar pajak [28].

Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, akses kredit, pendapatan, cara
pembayaran, dan pencatatan ekonomi. Terdapat 3 jenis pedagang, yaitu pedagang mandiri,
pedagang sistem juragan, dan pedagang pengecer [26]. PKL ilegal seringkali kekurangan kredit
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formal dan terpaksa mengakses kredit non-formal [22,28—-31]. Sementara itu, PKL legal mulai
memperoleh manfaat akses kredit formal yang difasilitasi pemerintah [25,29]. Pendapatan
PKL tergolong kecil, tidak teratur dan fluktuatif [22,25,29], dapat dihitung harian, mingguan,
atau bulanan [31] dan tidak terikat aturan upah minimum [42] sehingga dapat di atas atau di
bawah upah rata-rata pekerja [32]. PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai maupun
kredit kepada pemasok [28]. Pada umumnya, aktivitas ekonomi PKL tidak tercatat dalam
pembukuan keuangan [28]. Aktivitas ekonomi PKL juga tidak tercatat dalam statistik yang
didokumentasikan dan dilaporkan oleh pemerintah [22,26,31]. Konsep ketenagakerjaan
ditunjukkan dengan aturan perburuhan dan jaminan sosial. PKL tidak mengikuti aturan
perburuhan atau aturan ketenagakerjaan [26,28]. Pada beberapa kasus PKL tidak menikmati
jaminan sosial dari pemerintah [31,42], tetapi juga terdapat PKL yang mendapatkan jaminan
sosial dari pemerintah [28].

Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal
(toko formal, kredit formal) [28], hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban usaha,
bantuan usaha, jaminan sosial) [28], hubungan PKL dengan sektor informal (pedagang
informal, industri rumahan) [28,29], dan hubungan PKL dengan organisasi (aliansi, asosiasi dan
koperasi) [22,25,42].
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Gambar 5. Konsep sektor informal dekade 2010-2019.

Pada konteks perkembangan teori pembangunan, tidak seluruh konsep sektor informal
dekade 2010-2019 memiliki keterkaitan langsung dengan konsep pembangunan, tetapi
terdapat beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung atau relevansi
berbagai teori pembangunan, yaitu:
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1. Kategori mudah dimasuki oleh jenis kelamin dalam konsep kemudahan masuk dan
kategori jenis kelamin dalam konsep sosial terkait langsung dengan tujuan pembangunan
milenium (MDGs) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan keterlibatan
tenaga perempuan pada pekerjaan informal sangat relevan dengan isu perempuan yang
termuat dalam tujuan ke-3 MDGs dan tujuan ke-5 MDGs, yaitu upaya mendorong
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

2. Kategori asal tenaga kerja dan kategori motivasi pekerja dalam konsep sosial yang
menunjukkan bahwa sebagian pekerja PKL merupakan penduduk migran dengan
berbagai motivasi menekuni usaha PKL sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro
tahun 1969. Tenaga kerja sektor informal dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah
yang bermigrasi ke perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dengan
peluang ekonomi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.

3. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan
strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs approach (BNA) oleh ILO pada
tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis kemiskinan.

4. Kategori status legalitas usaha, kategori jenis pungutan, dan kategori penarikan pajak
dalam konsep legalitas sangat relevan dengan teori liberalisasi ekonomi yang dikenalkan
oleh de Soto sejak tahun 1989 dan pada tahun 2000. Sektor informal PKL yang
diformalkan oleh pemerintah melalui legalisasi usaha menjadikan PKL sebagai usaha yang
legal. Selain itu juga relevan dengan agenda perkotaan baru (NUA) yang dikenalkan oleh
PBB pada tahun 2016. Formalisasi sektor informal merupakan agenda dalam NUA dalam
rangka menuju perekonomian formal demi tercapainya agenda perkotaan baru yang
inklusif kepada semua golongan masyarakat. Sebagai timbal baliknya, pemerintah
memiliki keuntungan dengan menarik retribusi dan pajak. Selain itu, aktivitas ekonomi
PKL tercatat sebagai ekonomi formal oleh pemerintah sehingga berkontribusi dalam
pertumbuhan ekonomi formal.

5. Kategori fungsi organisasi dalam konsep kelembagaan, kategori jaminan sosial dalam
konsep ketenagakerjaan, dan kategori hubungan PKL dengan organisasi dalam konsep
hubungan dengan sektor lain memiliki relevansi dengan agenda perkotaan baru atau new
urban agenda (NUA). Berbagai organisasi didorong untuk terlibat memberi layanan
perlindungan sosial (program jaminan sosial), akses ke keterampilan, akses layanan
ekonomi (akses kredit), dan layanan lainnya melalui organisasi yang mendukung sektor
informal demi tercapainya agenda perkotaan baru yang inklusif dan berkelanjutan kepada
semua masyarakat di perkotaan,termasuk kepada pelaku sektor informal. Pemberian
jaminan sosial berupa asuransi kesehatan kepada PKL juga terkait langsung dengan tujuan
yang ke-3 SDGs, vaitu menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan
kesehatan/kesejahteraan bagi semua pada semua usia.

6. Kategoriakses kredit dalam konsep ekonomi sangat relevan tujuan pembangunan sebagai
kebebasan, tujuan pembangunan milenium (MDGs) dan tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGs). Pada tujuan pembangunan sebagai kebebasan, pemberian akses
kredit merupakan fasilitas ekonomi yang berperan sebagai economic empowerment.
Pemberian akses kredit formal selaras dengan tujuan MDGs yang ke-1, yaitu upaya
memberantas kemiskinan melalui berbagai bidang. Akses kredit juga sejalan dengan
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tujuan SDGs ke-8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan untuk menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak bagi semua.

3.6. Temuan penelitian

Berdasarkan hasil analisis konsep sektor informal dari dekade 1971-1979 hingga dekade 2010-
2019 dapat dilihat proses evolusi konsep sektor informal terjadi seiring dengan evolusi teori
pembangunan yang ditunjukkan oleh hubungan keterkaitan langsung antara konsep sektor
informal dengan konsep teori pembangunan yang dapat dilihat pada Gambar 6.

1. Pada dekade 1971-1979 dan dekade 1980-1989, konsep sosial memiliki keterkaitan
langsung dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dan basic need approach (BNA)
ILO tahun 1976.

2. Pada dekade 1990-1999 konsep sosial memiliki keterkaitan langsung dengan teori model
migrasi Todaro tahun 1969 dan basic need approach (BNA) ILO tahun 1976. Konsep
legalitas memiliki keterkaitan langsung dengan teori liberalisasi ekonomi De Soto tahun
1989.

3. Pada dekade 2000-2009 konsep sosial memiliki keterkaitan langsung dengan teori model
migrasi Todaro tahun 1969 dan basic need approach (BNA) ILO tahun 1976. Konsep
legalitas memiliki keterkaitan langsung dengan teori liberalisasi ekonomi De Soto tahun
1989. Konsep ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan sebagai
kebebasan Sen tahun 1999 dan MDGs tahun 2000.

4. Padadekade 2010-2019 konsep kemudahan masuk memiliki keterkaitan langsung dengan
MDGs tahun 2000 dan SDSs tahun 2015. Konsep sosial memiliki keterkaitan langsung
dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dan basic need approach (BNA) ILO tahun
1976. Konsep kelembagaan memiliki keterkaitan langsung dengan NUA tahun 2016.
Konsep legalitas memiliki keterkaitan langsung dengan teori liberalisasi ekonomi De Soto
tahun 1989 dan NUA tahun 2016. Konsep ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan
teori pembangunan sebagai kebebasan Sen tahun 1999, MDGs tahun 2000, SDGs tahun
2015, dan NUA tahun 2016. Konsep ketenagakerjaan memiliki keterkaitan langsung
dengan MDGs tahun 2000, SDGs tahun 2015 dan NUA tahun 2016. Konsep hubungan
dengan sektor lain memiliki keterkaitan langsung dengan NUA tahun 2016.

Evolusi konsep sektor informal juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan konsep sektor
informal menurut ILO tahun 1972 dengan konsep sektor informal dekade 1970-1979 hingga
dekade 2010-2019. Konsep sektor informal menurut ILO tahun 1972 yang dijadikan acuan
dalam penelitian ini ditunjukkan dengan 7 kriteria, yaitu kemudahan masuk, asal bahan baku,
struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan usaha, dan bentuk pasar. Akan
tetapi, konsep sektor informal PKL pada dekade 1971-1979 hingga dekade 2010-2019
ditunjukkan dengan adanya kemunculan 9 kriteria konsep sektor informal PKL di luar konsep
ILO, vyaitu keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi,
ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain sehingga secara keseluruhan terdapat 16
konsep sektor informal. Selain adanya tambahan konsep baru, juga terdapat keterkaitan antar
kriteria yang memiliki hubungan yang kuat. Kriteria kemudahan masuk memiliki hubungan
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kuat dengan kriteria keterampilan dan kriteria sosial. Kriteria bahan baku memiliki hubungan
kuat dengan kriteria hubungan PKL dengan sektor lain. Kriteria skala usaha memiliki hubungan
kuat dengan kriteria ekonomi. Temuan penelitian ini menjadi kontribusi teoritik dalam
menyempurnakan teori sektor informal.

Teori Karakteristik Sektor

Temuan Penelitian
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Gambar 6. Temuan penelitian dalam teori sektor
informal menurut ILO (1972).

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap adanya evolusi konsep sektor informal yang sejalan dengan evolusi
teori pembangunan. Proses evolusi konsep sektor informal dapat dilihat dengan semakin
banyak konsep sektor informal yang memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan teori
pembangunan dari 1971-1979 hingga dekade 2010-2019. Bentuk evolusi konsep sektor
informal juga dapat ditunjukkan dengan konsep awal sektor informal oleh ILO tahun 1972
yang terdiri dari 7 kriteria, tetapi hingga dekade 2010-2019 konsep sektor informal telah
berkembang hingga menjadi 16 kriteria. Evolusi teori pembangunan ditunjukkan dengan
perubahan dimensi pembangunan dari konsep pembangunan yang bersifat sektoral menuju
konsep pembangunan yang lebih komprehensif.

Terkait dengan sektor informal, konsep dan praktek pembangunan pada awal dekade 1970-
an hingga dekade 1980-an cenderung merespon keberadaan sektor informal di perkotaan
dengan pembiaran, kurangnya dukungan, atau bahkan dengan upaya menghilangkan dari
ruang kota. Namun, konsep dan praktek pembangunan pada dekade 1990-an hingga 2010-an
mulai merespon sektor informal dengan mengakui dan mengintegrasikan keberadaannya di
ruang kota sesuai dengan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan
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berbagai kebijakan dan program pembangunan, seperti legalisasi usaha, peningkatan akses
kredit formal, dan pemberian jaminan sosial meskipun keberadaannya banyak menempati
ruang publik kota.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pemerintah dengan membangun
konsep sektor informal yang komprehensif. Pemerintah dapat membuat formulasi kebijakan
yang tepat berdasarkan keadaan terkini sektor informal sehingga diharapkan sektor informal
mampu memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Pemerintah juga harus
mengintegrasikan penanganan sektor informal ke dalam perencanaan tata ruang kota.
Keberadaan sektor informal yang sering memanfaatkan ruang publik kota sebagai ruang usaha
perlu diantisipasi dengan penanganan yang tepat dengan mengakomodasi ke dalam rencana
kota. Ketidakpedulian sikap pemerintah terhadap keberadaan sektor informal dapat
mengganggu fasilitas ruang publik dan berbagai bentuk eksternalitas negatif lain yang
ditimbulkan oleh aktivitas PKL seperti kemacetan, berkurangnya keindahan, dan kebersihan
bahkan menurunkan citra kota.
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